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ABSTRAKSI

Studi Kasus yang penulis teliti mengenai Faktor — Faktor Pertimbangan
Pemerintah Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia
Non Pribumi Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .

Berawal dari Warga Negara Indonesia non Pribumi di Yogyakarta yang
ingin mendapatkan Hak Milik Atas Tanah, dengan mengajukan permohonan Hak
Milik Atas Tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang pada
akhimya permohonan tersebut ditolak. Karena merasa keberatan kemudian WNI
non Pribumi tersebut menggugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten
Bantu! melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dimenangkan oleh
Penggugat, kemudian pihak Tergugat yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan
Kabupaten Bantul mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya yang berhasil memenangkannya sampai pada Tingkat Kasasi dan
Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Jakarta.

Hal tersebut berdasarkan pada Undang ~Undang Nomor : 5 Tahun 1960 (
Undang — Undang Pokok Agraria ) yang diberlakukan di Propinsi DIY mulai
tanggal 24 September 1984, tidak megahapus keberadaan Undang -Undang
Nomor : 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan
sebagai pelaksanaannya adalah Instruksi Gubernur DIY Ne. 898/K/I/A/1 975 yaitu
mengenai penyeragaman policy pemberian hak atas tanah kepada WNI non
Pribumi, khususnya WNI non Pribumi belum dapat diberikan Hak Milik,
sedangkan untuk Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dapat diberikan kepada WNI
non Pribumi. Hal ini ditunjukkan pula dalam bagian pertimbangan hukum Majelis
Hakim Mahkamah Agung Peninjauan Kembali. Dan di dalam status hak atas
tanah dengan hak guna bangunan tersebut tetap terdapat adanya suatu
perlindungan hukum. Dan berbagai faktor pertimbangan pemerintah DIY yaitu
faktor historis, sosiologis, ckonomis dan yuridis. Pada kasus ini Kantor
Pertanzhan Kabupaten Bantul adalah sebagai administrator dari Instruksi
Gubernur tersebut.
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